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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan tata niaga
impor di luar kawasan pabean (post border, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata
Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Borden;

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor
di Luar Kawasan Pabean (Post Bordery dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di

Luar Kawasan Pabean (Post Border);



Mengingat

Menetapkan
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/08/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1006);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di
Luar Kawasan Pabean (Post Border) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN
PABEAN (POST BORDER).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata
Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202) diubah
sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan,
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku usaha.

2. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam
daerah pabean.

3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum, yang
melakukan Impor.

4. Pernyataan secara mandiri (Self Declaration) yang
selanjutnya disebut Pernyataan Mandiri adalah
pernyataan Importir terhadap kebenaran dari
persyaratan Impor dan dokumen pendukung Impor
yang diunggah melalui portal INATRADE.

S. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk
melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang
berdiri sendiri atau dengan jaringan.

6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu
perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang
dilakukan secara online melalui portal
http://inatrade.kemendag.go.id.

8. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya
disingkat PIB adalah dokumen yang digunakan
untuk transaksi Impor, yang diisi oleh Importir, dan




10.

11,
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telah diberikan izin bongkar oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Surveyor adalah perusahaan survey yang telah
mendapat penetapan Menteri Perdagangan untuk
melakukan verifikasi atau penelusuran teknis
Barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Kementerian Perdagangan.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 10A
Sistem yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem
Informasi Kementerian Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat didukung
dengan sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh
Surveyor.
Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh
Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus telah terintegrasi dengan sistem yang dikelola
oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian
Perdagangan.
Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditempatkan di Kementerian
Perdagangan.
Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi perangkat keras dan
perangkat lunak.
Dalam hal diperlukan, ketentuan teknis terkait
pedoman pelaksanaan penyelenggaraan sistem
teknologi informasi dapat ditetapkan dalam petunjuk

pelaksanaan.




Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ENGGARTIASTO LUKITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 884

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
~Kementerian Perdagangan
' Kepala Biro Hukum,

o

SRI HARIYATI
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